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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 524/KPTS/BPKAD /2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan
Peraturan Bupati Banyuasin tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati
Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 14);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);




Menetapkan
KESATU

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

9. Peramuran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan
Peraturan Bupati Banyuasin tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

Bupati Banyuasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyuasin segera melakukan penyempurnaan atas
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan
Bupati Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021, berdasarkan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh)
hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
Banyuasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyuasin, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
menjadi Peraturan Bupati, Gubernur akan membatalkan seluruh
atau sebagian isi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
dimaksud, dengan mempedomani Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 2022
GQBER;‘N‘&B\SUMATERA SELATAN,
3 v !

T

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta.

2. Menteri Keuangan RI c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI di Jakarta.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.

4. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 524 /KPTS/BPKAD/2022
TANGGAL : 22 JULI 2022

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. Pelaksanaan evaluasi kesesuaian antara Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang meliputi evaluasi
konsistensi, kebijakan, legalitas, dan kesesuaian dengan temuan laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

A. Konsistensi

Evaluasi konsistensi dilakukan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dengan
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan
yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan
Rancangan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
dengan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan antara lain :

1. Perbandingan pagu anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 177 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
telah sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tabel berikut:

e T R Perda Nomor 177 Tahun 2021 e Rancangan Perda
‘No. | - Uraian No. Uraiam =8 GUspio s shiide i
G e e Anggaran (Rp) e | Anggaran Rp)
1. |Pendapatan 2.353.437.909.341,35 | 1. |Pendapatan T 2.353.437.909.341.35
2. |Belanja + Transfer 2.577.244.256.991,44 | 2. |Belanja + Transfer 2.577.244.256.991,44
Surplus/ (Defisit) (223.806.347.650,09) Surplus/ (Defisit) (223.806.347.650,09)
3 |Pembiayaan 3. |Pembiayaan
Pembiayaan Neto 223.806.347.650,09 Pembiayaan Neto 223.806.347.650,09
SiLPA - SiLPA




2. Pagu anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum pada
Peraturan Bupati Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan
Rancangan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021.

3. Nomenklatur, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, program dan kegiatan,
jenis, objek, dan rincian objek belanja, serta jenis, objek, dan rincian objek
pembiayaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rincian
Laporan Realisasi Anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati
Banyuasin telah disajikan sesuai format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Struktur dan klasifikasi jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, program dan
kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek belanja, serta jenis, objek, dan rincian
objek pembiayaan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah telah sesuai
dengan rincian Laporan Realisasi Anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan
Peraturan Bupati Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

5. Total pendapatan dan belanja masing-masing Perangkat Daerah dan pembiayaan
pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah memiliki hasil yang sesuai dan
konsisten dengan total pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
dan Rancangan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021.

6. Penjumlahan rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan masing-masing
Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah memiliki hasil
yang sesuai dan konsisten dengan total pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyuasin tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyuasin agar tetap konsisten dan
berupaya melakukan penyempurnaan baik nomenklatur, struktur, dan klasifikasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Banyuasin
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

. Kebijakan

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah terkait kesesuaian realisasi anggaran dengan
pagu anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyuasin tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp2.285.916.391.687,48 atau 97.13%
Rp2.353.437.909.341,35, sebagaimana tabel berikut:

dari yang dianggarkan sebesar

Bl Anggaran 2021 1
Re) o
1 |Pendapatan Asli Daerah 258.522.013.227,45 228.458.786.718,56 88,37 202.820.132.399,12
9 |Pendapatan Transfer 1.926.673.043.976,90 1.909.561.209.243,92 | 99,11 | 1.894.980.932.062,61
Tain-Lain Pendapatan
3 AEEGEIE 168.242.852.137,00 147.896.395.725,00 87,91 126.205.514.955,00
Daerah yang Sah
Jumlah 2.353.437.909.341,35 2.285.916.391.687,48 | 97,13 | 2.224.006.629.416,73

1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp228.458.786.718,56 atau 88,37% dari anggaran  sebesar
Rp258.522.013.227,45. PAD Tahun Anggaran 2021 yang terealisasi
tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.638.604.319,44 atau 12,64%
dari realisasi PAD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp202.820.182.399,12.
sebagaimana tabel berikut:

P e Jenis Anggaran 2021 Realisasi 2021 o |  Realisasi 2020
~ | Pendapatan Asli Daerah (Rp) (Rp) e e '(-RP]
1 |Pajak Daerah 164.898.415.000,00 139.364.973.048,45 | 84,52 123.984.849.438,59
2 |Retribusi Daerah 11.546.700.000,00 7.872.,913.175,00 | 68,18 10.587.020.785,00
Pendapatan Hasil
3 |Pengelolaan Kekayaan 7.837.457.903,45 7.837.457.903,45 100 6.427.468.650
Daerah yang Dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan Asli
4 74.239.440.324,00 |  73.383.442.591,66 99 61.820.843.526
Daerah yang Sah
Jumlah 258.522.013.227,45 228.458.786.718,56 | 88,37 202.820.182.399

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2021, terdiri

atas:
a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp139.364.973.048,45 atau 84,52% dari yang dianggarkan
sebesar Rpl164.898.415.000,00. Pendapatan Pajak  Daerah
Tahun Anggaran 2021 dari yang dianggarkan tersebut jauh
mengalami peningkatan sebesar Rp15.380.123.609,86 atau 11,04%
dari realisasi PAD Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp123.984.849.438,509.



Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021

S e Jenis Pendapatan Pajak Anggaran Reahsast el
No. Biarat B %
& ik (Rp) _(Rp) A 2
1 Pajak Hotel 11.000.000.000,00 2.835.615.105,00 | 25,78
2 Pajak Restoran 9.900.000.000,00 10.779.893.236,00 | 108,89
3 Pajak Hiburan 6.900.000.000,00 1.734.959.183,59 | 25,14
4 Pajak Reklame 1.000.000.000,00 1.123.484.196,00 | 112,35
5 Pajak Penerangan Jalan 42.000.000.000,00 42.935.498.507,06 | 102,23
6 Pajak Parkir 870.000.000,00 945.376.269,00 | 108,65
7 Pajak Air Tanah 4.700.000.000,00 4.830.178.945,80 | 102,77
8 Pajak Sarang Burung Walet 248.415.000,00 297.548.200,00 | 119,78
9 ey Minexal Baican Loga 2.580.000.000,00 1.891.380.238,00 | 73,31
dan Batuan
10 Pgjak Bumi dan Bangunan 35.950.000.000,00 29.034.699.942,00 | 80,76
Perdesaan dan Perkotaan
Bea Perolehan Hak Atas
11 Tanah dan Bangunan 49.750.000.000,00 42.956.339.226,00 | 86,34
(BPHTB)
Jumlah 164.898.415.000,00 139.364.973.048,45 84,52

b)

Berikut gambaran Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari
Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tabel
berikut:

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) | %
2017 | 61.394.731.000,00 | 72.514.691.201,38 | 118,11
2018 | 72.521.285.353,00 | 82.349.366.395,92 | 113,55
2019 | 99.933.147.350,00 | 127.726.414.584,48 | 127,81
2020 | 153.730.000.000,00 | 123.984.849.438,59 | 80,65
2021 | 164.898.415.000,00 | 139.364.973.048,45 | 84,52

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 belum
optimal yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB). Pemerintah Kabupaten Banyuasin harus
cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek pendapatan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan
realisasi tahun-tahun sebelumnya sehingga perencanaan target tersebut
lebih rasional.

Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp7.872.913.175,00 atau 68,18% dari yang dianggarkan sebesar
Rp11.546.700.000,00. Pendapatan Retribusi Daerah Pada Tahun
Anggaran 2021 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tersebut turun
sebesar Rp2.714.107.610,00 atau 25,64% dari realisasi Pendapatan
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp10.587.020.785,00.



)

d)

Gambaran Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dari
Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tabel
berikut:
 Tahun Anggaran (Rp) ~ Realisasi (Rp) b % e

2017 6.635.297.000,00 8.069.798.706,00 121,62

2018 6.555.099.000,00 7.751.152.778,00 118,25

2019 7.586.562.990,00 9.356.813.899,00 123,33

2020 11.788.193.468,75 10.587.020.785,00 89,81

2021 11.546.700.000,00 7.872.913.175,00 68.18

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp7.837.457.903,45 atau 100% dari yang
dianggarkan  sebesar  Rp7.837.457.903,45. Pendapatan  Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan
deviden tahun buku 2020.

Oleh karena itu, pada tahun mendatang Pemerintah Kabupaten
Banyuasin agar dapat meningkatkan capaian Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran
2021 sebesar Rp73.383.442.591,66 atau 98,85% dari yang dianggarkan
sebesar Rp74.239.440.324,00.

Gambaran realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5 tahun
terakhir Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun Anggaran 2021
sebagaimana tabel berikut :

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
2017 38.013.204.967,00 41.283.796.653,26 108,60
2018 37.763.187.345,00 46.069.481.754,71 122,00
2019 48.101.025.074,44 58.121.621.644,20 120,83
2020 57.840.958.290,96 61.820.843.525,81 106,88
2021 74.239.440.324,00 73.383.442.591,66 98.85
Pada tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Banyuasin agar

mempertahankan dan meningkatkan capaian Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.



2)

3)

4)

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp1.909.561.209.243,92 atau 99,11% dari yang dianggarkan sebesar
Rp1.926.673.043.976,90, sebagaimana tabel berikut :

No, Pendapatan Transfer Anggaran 2021 Realisasi 2021 % | Reallsas1 2020
e (Rp) - (Ro) Fn e )
1 |Pendapatan Transfer
Pemiarintah Pusat 1.731.909.723.747,00 1.755.077.427.428,00 | 101,34 1.735.334.024.873,00
2 |Pendapatan Transfer
Autor Bocrnih 194.763.320.229,90 154.483.781.816,00 79,32 159.646.907.190,00
Jumlah 1.926.673.043.976,90 1.909.561.209.244,00 99,11 1.894.980.932.063,00

Pada tahun yang akan mendatang Pemerintah Kabupaten Banyuasin tetap
cermat dalam menyusun anggaran guna optimalisasi perolehan
Pendapatan Transfer dengan mempedomani alokasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dalam pelaksanaannya harus
memperhatikan tata cara penyampaian laporan penggunaan dana transfer
yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku agar tidak tertundanya
penerimaan dana transfer.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp147.896.395.725,00 atau 87,91% dari yang dianggarkan sebesar
Rp168.242.852.137,00. Realisasi pendapatan tersebut merupakan
Pendapatan Hibah sebesar Rp35.207.855.725,00 dan Pendapatan Lainnya
sebesar Rp112.688.540.000,00.

Pada Tahun Anggaran 2021, terdapat realisasi pendapatan
pada beberapa Perangkat Daerah tidak terealisasi, terealisasi jauh di
bawah dari yang dianggarkan, dan terealisasi melebihi dari yang
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:

a) Tidak terealisasi dari yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, antara lain:
(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dengan kode Rekening
4.1.00.00.4.18.01 terealisasi sebesar RpO atau 0% dari yang
dianggarkan sebesar Rp25.497.916.353,00.

b) Terealisasi jauh di bawah dari yang dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:

(1) Badan Pendapatan Daerah

Pajak Hotel dengan kode Rekening 4.1.00.00.1.06.01 terealisasi
sebesar Rp2.835.615.105,00 atau 25,78% dari yang dianggarkan
sebesar Rp11.000.000.000,00.

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dengan kode
Rekening 4.1.00.00.2.03.01 terealisasi sebesar Rp1.419.509.000,00
atau 28,68%, dari yang dianggarkan sebesar Rp4.950.000.000,00.
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c) Terealisasi

melebihi

Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

dari yang dianggarkan dalam Anggaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan kode
Rekening 4.1.00.00.2.01.07 terealisasi sebesar Rpl144.575.715,00
atau 289,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00.

(2) Dinas Perhubungan

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan kode
Rekening 4.1.00.00.2.01.04 terealisasi sebesar Rp239.366.430,00
atau 132,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00.

(3) Dinas Lingkungan Hidup

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan kode Rekening
4.1.00.00.2.02.01 terealisasi sebesar Rp778.939.700,00 atau
129,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00.

(4) Rumah Sakit Umum Daerah

Pendapatan BLUD dengan kode Rekening 4.1.00.00.4.16.01
terealisasi sebesar Rp21.133.357.117,00 atau 117,41% dari yang
dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00.

(5) Dinas Komunikasi dan Infromatika

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
dengan kode Rekening 4.1.00.00.2.01.13 terealisasi sebesar
Rp1.485.643.619,00 atau 112,55% dari yang dianggarkan sebesar
Rp1.320.000.000,00.

Memperhatikan data realisasi pendapatan daerah di atas, Pemerintah
Kabupaten Banyuasin pada tahun mendatang harus cermat dalam
memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata,
mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang akan dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sebagaimana
dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Belanja Daerah

Total

realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah

Rpl1.917.310.148.779,20 atau 88,80% dari yang dianggarkan sebesar
Rp2.159.059.992.219,44, sebagaimana tabel berikut:

Anggaran 2021

Realisas1 2021 %

Realisas1 2020

No. Jenis Belanja
' (Rp) (Rp) ; (Rp)
1 [Belanja Operasi 1.554.432.919.541,42 | 1.472.689.789.087,58 94,74 | 1.467.241.259.630,04
2 |(Belanja Modal 597.381.828.940,45 444.620.359.691,62 74,43 582.776.915.571,29
3 |Belanja Tak Terduga 7.245.243.737,57 - - 83.437.934.386,50
Jumlah 2.159.059.992.219,44 | 1.917.310.148.779,20 88,80 | 2.133.456.109.587,83




1) Belanja

Operasi Tahun  Anggaran 2021  terealisasi sebesar

Rp1.472.689.789.087,58 atau 94,74% dari yang dianggarkan sebesar

Rp1.554.432.919.541,42, sebagaimana tabel berikut:

R 2 : Anggaran 2021 Realisasi 2021 % . | = Realisasi 2020

Belanja Operasi i e
ey (Rp) {Rp) el ARpE
Belanja Pegawai 773.439.264.655,06 761.264.958.731,20 | 98,43 778.157.769.580,80 |
Belanja Barang dan Jasa| 628.558.052.866,81 | 575.041.382.101,71 [ 91,49 | 588.919.199.812,75
Belanja Bunga 72.015.007.666,55 16.320.981.316,77 | 74,14 6.071.257.122,56
Belanja Hibah 129.504.620.353,00 | 119.410.941.937,90 | 92,21 94.011.117.113,53
Belanja Bantuan Sosial 915.875.000,00 642,525.000,00 | 70,15 81.916.000,00

Jumlah 1554.432.010.541,42 | 1.472.680.780.087,58 /04,74 | 1.467.241.250.630,04
a) Belanja Pegawai
Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar

Rp761.264.958.731,20 atau 98,43% dari yang dianggarkan sebesar
Rp77.439.264.655,06 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun
Anggaran 2020 sebesar Rp778.157.769.580,80 mengalami penurunan
sebesar Rp 16.892.810.849,60 atau 2,17%.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar
Rp575.041.382.101,71 atau 91,49% dari yang dianggarkan sebesar
Rp628.558.052.866,81, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun
Anggaran 2020 sebesar Rp588.919.199.812,75 mengalami penurunan
sebesar Rp13.877.817.711,04 atau 2,36%.

Gambaran Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017
s.d. Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tabel berikut:

" Tahun prm—. TR A
2017 591.002.216.513,72 561.175.826.779,01 94,95%
2018 564.569.378.546,64 534.549.235.600,73 94,68%
2019 846.629.173.109,46 801.972.252.593,63 94,73%
2020 617.337.646.423,19 588.919.199.812,75 95,39%
2021 628.558.052.866,81 575.041.382.101,71 91,49%

c) Belanja Bunga
Belanja Bunga Tahun  Anggaran 2021  terealisasi sebesar

d)

Rp16.320.981.316,77 atau 74,14% dari yang dianggarkan sebesar
Rp22.015.097.666,55, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun

Anggaran 2020 sebesar Rp6.071.257.122,86 mengalami kenaikan
sebesar Rp10.249.724.193,91 atau 168,82%.

Belanja Hibah

Realisasi Belanja  Hibah Tahun  Anggaran 2021 sebesar

Rp119.419.941.937,90 atau 92,21% dari yang dianggarkan sebesar
Rp129.504.629.353,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi
Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp94.011.117.113,63 mengalami
kenaikan sebesar Rp25.408.824.824,27 atau 27,03%. Belanja Hibah



#

Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Hibah kepada Pemerintah,
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan
yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Belanja Hibah Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun mendatang agar
memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781).

Gambaran Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun
Anggaran 2021, sebagaimana tabel berikut:

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Y%
2017 51.838.126.238,78 50.054.508.546,24 96,56
2018 130.651.179.911,54 116.762.688.588,88 89,37
2019 95.518.782.719,00 92.162.721.570,78 96,49
2020 100.247.446.400,00 94.011.117.113,63 93,77
2021 129.504.629.353,00 119.419.941.937,90 92,21

e) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar
Rp642.525.000,00 atau 70,15% dari yang dianggarkan sebesar
Rp915.875.000,00 yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial berupa uang
yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan
Bantuan Sosial berupa barang yang dikelola oleh Perangkat Daerah.

Dalam hal pertanggungjawaban bantuan sosial oleh penerima bantuan,
Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun mendatang harus
memenuhi ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 2 sub huruf e
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

2) Belanja  Modal Tahun  Anggaran 2021 terealisasi  sebesar
Rp444.620.359.691,62 atau 74,43% dari yang dianggarkan sebesar
Rp597.381.828.940,45 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun
Anggaran 2020 sebesar Rp582.776.915.571,29 mengalami penurunan
sebesar Rp138.156.555.879,67 atau 23,71%.

Gambaran Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun
Anggaran 2021, sebagaimana tabel berikut:

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) - %
2017 334.174.227.227,66 303.104.686.231,70 90,70
2018 285.489.609.049,54 266.429.179.608,94 93,32
2019 503.187.637.523,91 424.906.574.189,48 84,44
2020 599.020.340.578,68 582.776.915.571,29 97,28
2021 597.381.828.940,45 444.620.359.691,62 74,43
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Untuk menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun
yang akan datang, agar pihak-pihak terkait tetap berupaya meningkatkan
pengawasan, pengendalian pelaksanaan anggaran setiap objek belanja
modal pada satuan kerja, dan mempedomani ketentuan dalam
mempertanggungjawabkan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-
masing.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp0,00
atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.245.243.737,57 dan apabila
dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp83.437.934.386,50 mengalami penurunan sebesar
Rp83.437.934.386,50 atau 100%.

Pada Tahun Anggaran 2021, terdapat anggaran belanja kegiatan pada
beberapa Perangkat Daerah tidak terealisasi dan jauh di bawah yang
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara
lain:
a) Tidak terealisasi dari yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, antara lain:
(1) Dinas Pendidikan

a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa dengan kode rekening
5.1.15.17 tidak terealisasi yang semula dianggarkan sebesar
Rp763.065.000,00.

b) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa dengan kode rekening
5.1.16.28 tidak terealisasi yang semula dianggarkan sebesar
Rp388.275.000,00.

(2) Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota dengan kode rekening 5.2.22 tidak terealisasi yang

semula dianggarkan sebesar Rp805.000.000,00.

(3) Dinas Perhubungan

Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kode

rekening 5.1.43.02.0.02.08 tidak terealisasi yang semula

dianggarkan sebesar Rp88.341.000,00.
(4) Sekretariat DPRD

Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan kode

rekening 5.1.05 tidak terealisasi yang semula dianggarkan sebesar

Rp352.000.000,00.

b) Jauh di bawah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, antara lain:
(1) Dinas Pendidikan

Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah dengan kode rekening

5.2.16.25.2 terealisasi sebesar Rpl.717.225.070,00 atau 78,18%,

dari yang dianggarkan sebesar Rp2.196.613.000;



(2)

(3)

(4)

0

Dinas Kesehatan

(a) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk IKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan kode rekening
5.1.16 terealisasi sebesar Rp80.998.496.740,00 atau 78,99%,
dari yang dianggarkan sebesar Rp102.545.214.118,40;

(b) Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan
kode rekening 5.1.16.26 terealisasi sebesar
Rp45.941.608.762,00 atau 75,34%, dari yang dianggarkan
sebesar Rp60.975.716.375,36;

(c) Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota dengan kode rekening 5.1.16.35 terealisasi
sebesar Rpl.186.898.000,00 atau 54,56%, dari yang
dianggarkan sebesar Rp2.179.285.000,00.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

(a) Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan kode Rekening
5.1.06.07 terealisasi sebesar Rp542.235.590,00 atau 34,80%,
dari yang dianggarkan sebesar Rp1.558.291.290,00;

(b) Kegiatan Pengadaan Alat Besar dengan kode Rekening 5.1.07.03
terealisasi sebesar Rp894.421.000,00 atau 29,09%, dari yang
dianggarkan sebesar Rp3.075.000.000,00;

(c) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer
dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah
1000Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kode
Rekening 5.1.16 terealisasi sebesar Rp1.284.769.772,00 atau
66,68%, dari yang dianggarkan sebesar Rp1.926.636.000,00;

(d) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR
Kabupaten/Kota dengan kode Rekening 5.1.30.02 terealisasi
sebesar Rpl1.297.939.225,00 atau 45,54%, dari yang
dianggarkan sebesar Rp2.850.000.000,00;

(e) Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi dengan kode
Rekening 5.1.16.27 terealisasi sebesar Rp358.404.455,00 atau
14,92%, dari yang dianggarkan sebesar Rp2.402.689.044,00;

(f) Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar dengan kode
Rekening 5.1.24.06 terealisasi sebesar Rp443.850.000,00 atau
29,59%, dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan
kode Rekening 5.1.21.01 terealisasi sebesar Rp149.621.000,00 atau
42,75%, dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00;

Dinas Ketahanan Pangan

Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan dengan kode
Rekening 5.1.15.01 terealisasi sebesar Rp999.500.000,00 atau
66,63%, dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00;
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(6) Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksaaan Tugas ASN dengan

kode rekening 5.1.02.02 terealisasi sebesar Rp44.520.000,00 atau
49,53%, dari yang dianggarkan sebesar Rp89.890.000,00;

(7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kegiatan  Penyelenggaraan  Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa dengan kode rekening 5.1.17.09
terealisasi sebesar Rp1.397.745.091,00 atau 66,10%, dari yang
dianggarkan sebesar Rp1.414.580.591,00.

(8) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
dengan kode Rekening 5.2.17.04 terealisasi sebesar
Rp195.674.650,00 atau 43,48%, dari yang dianggarkan sebesar
Rp450.000.000,00;

(9) Dinas Perkebunan dan Peternakan

(a) Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari
daerah Kabupaten/Kota lain dengan kode Rekening 5.1.20.01
terealisasi sebesar Rp268.142.914,00 atau 11,27%, dari yang
dianggarkan sebesar Rp2.379.550.147,00;

(b) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan dengan
kode Rekening 5.1.28.01 terealisasi sebesar Rp67.916.372,00
atau 21,38%, dari yang dianggarkan sebesar Rp317.596.372,60;

(10) Inspektorat Daerah

(a) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dengan kode Rekening
5.1.09.10 terealisasi sebesar Rp17.341.000,00 atau 19,00% dari
yang dianggarkan sebesar Rp91.286.400,00;

(b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
dengan kode Rekening 5.1.15.07 terealisasi sebesar
Rp117.495.000,00 atau 77,91%, dari yang dianggarkan sebesar
Rp1350.805.000,00

(11) Badan Pengelolaan dan Aset Daerah

(a) Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran
Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dengan
kode Rekening 5.1.18.04 terealisasi sebesar
Rp16.320.981.316,77 atau 74,09%, dari yang dianggarkan
sebesar Rp22.028.606.666,55;

(b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
dengan kode Rekening 5.1.15.07 terealisasi sebesar
Rp117.495.000,00 atau 77,91%, dari yang dianggarkan sebesar
Rp150.805.000,00
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(12) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
dengan kode Rekening 5.1.09.01 terealisasi sebesar
Rp47.191.115,00 atau 77,49%, dari yang dianggarkan sebesar
Rp60.900.000,00;

(13) Sekeretariat DPRD

(a) Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan
kode Rekening 5.1.23.02 terealisasi sebesar Rp73.696.000,00
atau 19,27%, dari yang dianggarkan sebesar Rp382.447.759,05;

(b) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya dengan kode Rekening 5.1.07.10 terealisasi
sebesar Rp382.554.000,00 atau 65,65%, dari yang dianggarkan
sebesar Rp582.754.000,00

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada
beberapa Perangkat Daerah dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja
masih jauh di bawah anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu, pada tahun mendatang
Pemerintah Kabupaten Banyuasin harus melakukan langkah-langkah
strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain
dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam
pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara
periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau
tidak terealisasi, sehingga anggarannya dapat dialihkan untuk mendanai
kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

c. Transfer

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp415.526.148.843,00
atau 99,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp418.184.264.772,00. Realisasi
Transfer Tahun Anggaran 2021 merupakan Transfer Bantuan Keuangan
Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

d. Pembiayaan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin
per 31 Desember 2021 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA) sebesar Rp28.352.463.880,58. Jika dibandingkan dengan total
Anggaran Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp2.159.059.992.219,44 maka rasio SILPA Tahun
Anggaran 2021 adalah 1,31%.
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Tabel perbandingan antara Anggaran Belanja dengan besaran SILPA Tahun
Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

S | o Angf;:n Belanie | meatisssi REGPA Gh) J::;ffléz&;?;:zh
2017 1.753.925.985.429,85 74.043.014.494,39] 4,22%

2018 1.629.716.210.553,55 156.687.797.250, 18 9.61%

2019 2.003.217.678.593,24|  157.434.947.861,94 7.86%

2020 2.133.456.109.587,83 9.169.031.876,39 0,43%

2021 2.159.059.992.219,44 28.352.463.880,58 1,31%

Memperhatikan tabel data tersebut di atas, besaran persentase SILPA
Kabupaten Banyuasin mengalami kenaikan.

Jika dibandingkan dengan jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kabupaten
Banyuasin tahun 2021 sebesar Rp280.549.661.035,23, SILPA sebesar
Rp28.352.463.880,58 hanya bisa digunakan untuk membiayai jumlah
kewajiban sebesar 10,11%.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu melakukan optimalisasi penerimaan
daerah atas target yang ditetapkan dan melakukan upaya intensif untuk
menagih Piutang Daerah sebesar Rp196.274.385.878,30.

2. Neraca
a. Aset Lancar

Saldo aset lancar per 31 Desember 2021 pada Kabupaten Banyuasin sebesar
Rp263.991.139.607,98 dengan rincian sebagai berikut :

No ' : Uraian 2021 (Rp) 2020 (Rp)

1 Kas dan Setara Kas 29.029.108.294,04 10.201.441.407,39
2 Investasi Jangka Pendek - -
3 Piutang 196.274.385.878,30 150.784.861.786,10
4 Penyisihan Piutang (66.326.733.674,47) (65.703.983.750,79)
5 Beban Dibayar Dimuka 173.382.453,25 302.809.602,37
6 Persediaan 104.840.996.656,86 110.214.556.051,47

Jumlah 263.991.139.607,98 205.799.685.096,54

1) Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 pada Kabupaten
Banyuasin sebesar Rp29.029.108.294,04, dengan rincian sebagai berikut:

: Saldo = = Saldo
No. Aset Lancar per 31 Desember 2021 | "
' ) oo ) (Rp} ;

29.029.108.294,0
25.122.704.498,95

10.201.441.407,39
2.345.445.063,72

! i Kas dan Setara Kas
- Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara

" Pererimaan 195.926.030,00 207.100.860,00
Kas di Bendahara
Pengeluaran 376.280.257,00 225.839.463,00
Kas di BLUD 1.266.835.672,63 1.164.855.599,79

- Kas di Bendahara FKTP 0,00
- Setara Kas 0,00

1.367.017.664,88
500.000.000,00




i ISw

Kas Lainnya - Sisa Dana
BOS

2.067.361.835.046,00

4.391.182.756,0C

Investasi Jangka Pendek

Piutang

196.274.385.878,30

150.784.861.786,10

Piutang Pajak Daerah

131.717.011.691,05

113.697.819.378,31

Piutang Retribusi Daerah

126.289.326,00

12.293.734,00

Piutang Dana Transfer

Pusat

0,00

22.296.225.949,0C

Piutang Dana Bagi Hasil
Provinsi

9.771.192.258,08

5.627.593.480,0C

Bantuan Gubernur

37.508.863.168,79

Piutang Lain-Lain

17.151.029.434,38

9.150.929.244,7¢

Penyisthan Piutang

(66.326.733.674,47)

(65.703.983.750,79;

Beban dibayar di Muka

173.382.453,25

302.809.602,37

Persediaan

104.840.996.656,86

110.214.556.051,47

Jumlah (1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6)

263.991.139.607,98

205.799.685.096,54

a) Saldo Kas di

Kas

Rp25.122.704.498,95

Daerah pada 31
mengalami
Rp22.777.259.435,23 atau sebesar 971,13%

Desember

peningkatan
dibandingkan dengan

2021

sebesar
sebanyak

saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.345.445.063,72 dengan
rincian sebagai berikut:

No

Saldo Kas di Kas Daerah

No. Rekening

per 31 Des 2021
(Rp)

per 31 Des 2020
(Rp)

1

Rekening Kas Umum
Daerah Kab. Banyuasin

167-300-0002

22.409.353.293,95

2.345.309.255,72

2

Dana Gaji

167-300-0004

Iuran JKN KIS Aparatur
Desa

167-300-0777

135.808,00

Kas Umam Daerah
Khusus Pinjaman SMI
BA

167-310-00068

2.713.351.205,00

Jumlah

25.122.704.498,95

2.345.445.063,72

Berdasarkan data tersebut terdapat 2 (dua) rekening Kas Daerah yang

masih

bersaldo  per

31

Desember

2021

adalah

sebesar

Rp25.122.704.498,95. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan
daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin harus mempedomani :

(1) Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
bahwa rekening penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo
nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas
Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari
kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank

Umum bersangkutan.

(2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/762/KEUDA/2010
tanggal 26 Oktober 2010 tentang Panduan Pengelolaan Kas Daerah,
yang menjelaskan bahwa prinsip pengelolaan keuangan yang baik
antara lain adalah melaksanakan Rekening Tunggal Perbendaharaan
(Treasury Single Account).




2)

3)

o

b) Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar
Rp376.280.257,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp225.839.463,00
merupakan saldo yang belum disetor ke Kas Daerah, dengan rincian
sebagai berikut:

No. SKPD 2021 (Rp) 2020 (Rp)
1 g i pei 19.030.802,00 15.000.000,00
Ruang

2 |Dinas Sosial 0,00 189.000.000,00
3 |Dinas Perhubungan 326.218.955,00 21.839.416,00
4 |Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 47,00
5 |Sekretariat Dewan 2.309.455,00 0,00
6 |Kecamatan Muara Padang 0,00 0,00
7 |Kecamatan Tungkal Ilir 0,00 0,00
8 |Kecamatan Rantau Bayur 28.721.045,00 0,00

Jumlah 376.280.257,00 225.839.4563,00

Pemerintah Kabupaten Banyuasin supaya mengambil langkah-langkah
yang diperlukan untuk memastikan bahwa saldo kas pada Bendahara
Pengeluaran bersaldo Nol per 31 Desember, sebagaimana ketentuan Pasal
4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya.

Saldo Piutang per 31 Desember 2021 setelah penyisihan Piutang sebesar
Rp196.274.385.878,30, sebagaimana tabel berikut :

No Uraian per 31 Des 2021 perS'_lf.‘-"__{i‘c? 2020

Piutang Pajak Daerah 131.717.011.691,05 | 113.697.819.378,31

2 Piutang Retribusi Daerah 126.289.326 12.293.734,00

3 Eu“tang Dana Tramsafer 0,00 22.296.225.949,00

sat

4 1;;““,‘“3. Dana Bagi Hasil 9.771.192.258,08 5.627.593.480,00

ovinsi
5 | Bantuan Gubernur 37.508.863.168,79
6 | Piutang Lain-Lain 17.151.029.434,38 9.150.929.244,79
Jumlah 196.274.385.878,30 |  150.784.861.786,10

Terhadap Piutang tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuasin harus
melakukan upaya penagihan terhadap Piutang yang dapat direalisasikan,
sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat
segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 merupakan beban Tahun
2021 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun
2021 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 sebesar
Rp173.382.453,25.
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4) Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp104.840.996.656,86,
sebagaimana tabel berikut:

Jenis Persediaan

2021

2020

Persediaan Bahan Habis Pakai

Persediaan ATK

1.257.825.843,18

736.234.991,00

Persediaan Alat Listrik 23.088.213,00 44.924.460,00
Persediaan Kertas dan Cover 874.450,00 0,00
Persediaan Bahan Cetak 671.724.196,00 1.105.483.157,00
Persediaan Benda Pos 2.588.696,00 6.253.309,00
Persediaan Isi Tabung Gas 2.385.000,00 300.000,00
Persediaan Perabot Kantor 54.308.326,00 74.100,00

Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya

104.742.363,00

3.878.047.062,00

Persediaan Bahan Lainnya

105.604.919,00

575.666.231,39

Sub Jumlah 2.223.142.006,18 6.346.983.310,49
Persediaan Barang Material

Persediaan Bahan Kimia 8.499.900,00 61.083.600,00
Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas 167.534,00 0,00
Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.050.000,00 0,00
PSSR i 620.000,00 4.872.000,00
g;ﬂgﬁﬁﬁggﬁi’“m“ paia Sioiiues 154.621.528,80 0,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 112.822.085,87 0,00
Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 1.000.000,00 75.000,00
Persediaan Perlengkapan Dinas 657.000,00 0,00
Persediaan Souvenir/Cinderamata 12.420.000,00 46.844.000,00

Persediaan Obat

14.945.858.592,07

9.773.994.376,59

Sub Jumlah

15.237.716.640,74

9.886.868.976,59

Persediaan Lainnya

Persediaan untuk Dijual /Diserahkan Kepada
Masyarakat

28.585.000,00

93.931.110.264,39

Persediaan Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat

1.337.650.300,00

0,00

Persediaan Hibah Barang Kepada Badan dan
Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial
yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan

28.804.080.380,00

0,00

Persediaan Hibah Barang Kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan

57.209.822.329,94

0,00

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

0,00

49.593.500,00

Sub Jumlah

87.380.138.009,94

93.980.703.764,39

Jumliah

104.840.996.656,86

110.214.556.051,47

Memperhatikan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Banyuasin
pada tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap
persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang habis pakai
sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar
Rp179.326.807.229,67 yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banyuasin
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dalam bentuk investasi jangka panjang permanen. Investasi Permanen
sebesar Rp179.326.807.229,67 merupakan nilai Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah yang terdapat pada Bank SumselBabel sebesar
Rp56.000.752.000,00, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah sebesar
Rp120.432.367.018,67 dan Perusahaan Umum Daerah Sei Sembilang
sebesar Rp2.893.688.211,00.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin melakukan
evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko dalam
rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud
sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi,
sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan mempedomani Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
terkait.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Banyuasin per 31 Desember 2021
sebesar Rp4.061.093.389.009,39, dengan rincian kelompok aset tetap dan
mutasi selama Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Saldo Awal Per Muatem 2041 Saldo o
: ; Tambah " Rurang —] 31 Desember 2021
1 Januari 2021 (Rp) - e L e
1 |[Tanah 414.065.191.762,78 | 9.401.367.398,00 |- 12.678.844.558,00 410.787.714.602,78
g |7 eealatan 828.286.801.377,82| 79.950.739.011,75 |- 28.902.948.312,37 879.334.592.077,20
dan Mesin
3 |Gedungdan |, 50 354 395.705,82 | 91.624.774.528,26 |- 11.970.780.663,54 | 1.370.508.389.570,54
Bangunan
Jalan,
4 |irigasi, dan | 3.224.338.396.551,05 | 392.235.631.297,14 |-163.559.927.290,87 | 3.453.614.100.557,32
Jaringan
R b 04.168.239.380,80 | 14.097.374.148,24 |- 2.382.223.084,00 105.883.390.454,13
Lainnya
Konstruksi
6 |dalam 167.330.206.276.66 | 180.252.536.130,78 |- 12.101.539.281,97 335.481.203.125,47
Pengerjaan
7 |Akumulasi | 5 5q 565 141.899,56 |-302.117.508.281,49 | - 6.466.648.803,00 | - 2.494.516.001.378,05
Penyusutan

Memperhatikan data diatas, secara umum terjadi kenaikan Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Banyuasin per 31 Desember 2021 sebesar
Rp240.315.299.844,93 karena tingginya penambahan belanja modal Tahun
2021.

d. Kewajiban

Saldo Kewajiban yang merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten
Banyuasin per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp414.497.444.935,23
terdiri dari :
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Kewajiban

per 31 Desember 20
(Rp)

mber 2020

Kewajiban Jangka Pendek

280.549.661.035,23

~146.996.328,081,05

Utang Perhitungan Fihak Ketiga

676.644.413,46

1.017.400/919,00

Utang Bunga

1.243.927.539,77

568.764.110,04

Bagian Lancar Utang Jangka

130.326.672.441,04

104.197.472.450,00

Utang Kelebihan Pembayaran
Transfer Pemerintah Pusat

10.891.625.032,00

12.221.853.360,00

Utang Diterima Dimuka

217.084.415,28

99.546.931,82

Utang Pengadaan Aset

95.033.105.113,71

20.109.643.142,39

Utang Beban

39.660.776.311,97

6.376.156.399,80

Utang Jangka Pendek Lainnya

2.405.490.768,00

Kewajiban Jangka Panjang

133.947.783.900,00

90.721.466.500,13

Utang Dalam Negeri

133.947.783.900,00

90.721.466.600,13

Jumlah

414.497.444.935,23

237.717.794.681,18

3. Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO
Realisasi Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran

2021
Rp87.485.194.397,94

sebesar Rp2.057.321.001.057,88 mengalami

atau 4,44%,

penurunan sebesar

dibandingkan dengan realisasi

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.071.422.525.485,03
rincian Pendapatan-LO selama Tahun 2021, sebagaimana tabel berikut :

No Uraian 2021 2019
1 | Pendapatan Asli Daerah-LO 242.057.902.793,09 207.669.603.294,89
2 | Pendapatan Transfer-LO 1.581.563.109.525,79 1.527.649.255.591,05

Lain-Lain Pendapatan yang

Sah-LO 233.699.988.739,00

234.516.947.773,00

Jumlah

2.057.321.001.057,88 1.969.835.806.658,94

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
PAD-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp242.057.902.793,09 dengan
rincian pendapatan antara lain:

a)

b)

Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp157.384.315.361,19 lebih rendah
Rp71.074.471.357,37 atau 45,16% dari Realisasi Anggaran yang
ditetapkan dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-
LRA sebesar Rp228.458.786.718,56 dan dibandingkan dengan realisasi
pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp137.352.854.306,49 lebih tinggi sebesar Rp20.031.461.054,70 atau
14,58 %;

Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp7.986.278.767,00 lebih rendah
Rp131.378.694.281,45 atau 1.645,06% dari Realisasi Anggaran yang
ditetapkan dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-
LRA sebesar Rp139.364.973.048,45 dan dibandingkan dengan realisasi
pendapatan  Retribusi-LO  Tahun  Anggaran 2020 sebesar
Rp10.587.020.785,00 lebih rendah sebesar Rp2.600.742.018,00 atau
24,57%;
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c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
sebesar Rp7.837.457.903,45 lebih rendah sebesar Rp35.455.?71,55
atau 0,45% dari Realisasi Anggaran yang ditetapkan dalam Realisasi
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah-LRA sl,ebesar
Rp7.872.913.175,00 dan dibandingkan dengan realisasi pend{apatan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO ‘Tahun
Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 lebih tinggi sebesar
Rp7.837.457.903,45 atau 100%; '

d) Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar
Rp68.849.850.761,45 lebih rendah sebesar Rp4.533.591.830,21 atau
6,58% dari Realisasi Anggaran yang ditetapkan dalam Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-LRA sebesar
Rp73.383.442.591,66 dan dibandingkan dengan realisasi pendapatan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2020
sebesar Rp59.729.728.203,40 lebih tinggi sebesar Rp9.120.122.558,05
atau 15,27%.

2) Pendapatan Transfer-LO

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp1.385.426.865.763,00 lebih rendah sebesar
Rp369.650.561.665,00 atau 26,68% dari anggaran yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-LRA sebesar
Rpl.755.077.427.428,00 dan dibandingkan dengan realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO Tahun Anggaran
2020 sebesar Rpl.372.869.503.815,00 lebih tinggi sebesar
Rp12.557.361.948,00 atau 0,91%; '

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp196.136.243.762,79 lebih tinggi sebesar
Rp41.652.461.946,87 atau 21,24% dari anggaran yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-LRA sebesar
Rpl154.483.781.815,92 dan dibandingkan dengan realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun Anggaran 2020
sebesar Rp154.779.751.776,05 lebih tinggi sebesar
Rp41.356.491.986,74 atau 26,72%.

3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp233.699.988.739,00 lebih tinggi sebesar Rp85.803.593.014,00 atau
58,02% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah-LRA sebesar Rp147.896.395.725,00 dan dibandingkan
dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun An?ggaran
2020 sebesar Rp234.516.947.774,00 lebih tinggi sebesar
Rp816.959.035,00 atau 0,35%.
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Berdasarkan data tersebut di atas terdapat jenis Pendapatan-LO yang
merupakan hak Pemerintah Kabupaten Banyuasin lebih tinggi/lebih
rendah dibandingkan anggaran pendapatan yang merupakan potensi
pendapatan daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatam dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuasin harus menjadikan
Laporan Operasional sebagai salah satu  dokumen | dalam
mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam
penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022.

b. Beban-Laporan Operasional (LO)
Realisasi Beban-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.943.894.943.831,39
lebih rendah sebesar Rp388.941.353.790,81 atau 20,01% dari realisasi
belanja-LRA sebesar Rp2.332.836.297.622,20 dengan rincian Beban-LO
selama Tahun 2021, sebagaimana tabel berikut:

No Uraian 2021 2020
1 | Beban Pegawai 761.264.958.731,20 778.147.469.580,80
2 | Beban Persediaan 194.495.931.835,02 110.760.307.621,44
3 | Beban Jasa 333.515.783.812,10 325.091.134.991,07
4 | Beban Pemeliharaan 53.385.931.010,55 48.413.467.036,90 |
S5 Beban Perjalanan Dinas 61.107.321.243,00 114.909.742.979,00
6 | Beban Bunga 16.996.144.746,50 6.640.021.232,90 ‘
7 | Beban Hibah 76.639.090.641,00 70.937.102.569,23 | |
8 | Beban Bantuan Sosial 613.940.000,00 52.776.764.000,00 ‘
g | SRR 304.220.359.211,15 268.658.964.522,20 | |
10 | Beban Penyisinan Piutang 2.544.700.079,59 10.155.560.674,31 | |
11 | Beban Lain-Lain 20.963.334.454,28 113.811.312.675,28 | |
12 E:Egg’g‘;{fg;anm“ 118.147.448.067,00 118.635.533.355,78 ‘
13 gzﬁgg’lgnanlzfgn ?2““"“‘“ 1.292.564.886,00 ‘
Jumlah 1.943.894.943.831,39 1.920.229.946.124,91

1) Beban Pegawai-LO sebesar Rp761.264.958.731,20 sama dengan Rlﬂhsa&
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-LRA Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp761.264.958.731,20: |

2) Beban Barang dan Jasa-LO yang terdiri dari Beban Jasa, |Beban
Persediaan, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas terealisasi
sebesar Rp642.504.967.900,67 lebih tinggi sebesar Rp67.463.585.798,96
atau 10,50% dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah-LRA Tahun Anggaran 2020
Rp575.041.382.101,71.

éebesar

|

Berdasarkan data tersebut di atas terdapat perbedaan antara realisasi Beba.n—
LO dengan realisasi Belanja-LRA terutama penambahan yang merupakan
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. ’I‘erhadap‘ beban
yang belum dibayar, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat mer'xgakm
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beban tersebut sebagai utang dan memprioritaskan penganggarannya pada
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

. Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan yang berdasarkan landasan j}uridis
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan kepatuhan atas penyajian
informasi dalam Rancengan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bu:[pati.

Mengenai pembahasan, penyampaian, dan kelengkapan dokumen Ranc%:angan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sudah sesuai
dengan landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Oleh karena itu, di tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat
mempertahankan tahapan-tahapan pelaksanaan penyusunan dan penyampaian
dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tepat waktu dan
berupaya melakukan perbaikan terhadap substansi batang tubuh yang disajikan
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

. Evaluasi kesesuaian dengan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI |

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja baerah
Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan ‘Bupati
Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan temuan li,aporan
Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi,
dan pengukuran dalam laporan keuangan. |

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keilangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, terdapat beberapa kelémahan
pengendalian intern sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Tertib yang mengakibatkan kehilangan
potensi penerimaan BPHTB sebesar Rp6.916.582.153,50;

2. Keterlambatan atas Pelaksanaan 14 Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukima}n, dan
Pertanahan belum dikenakan denda yang mengakibatkan kekurangan
penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut r#ninimal
sebesar Rp1.600.809.774,15;

3. Klasifikasi Penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jaéa pada
Lima Organisasi Perangkat Daerah tidak tepat yang mengakibatkan realisasi
Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp45.141.624.173,13 dan Belanja Modal
sebesar Rp15.228.937.097,50 tidak menunjukkan substansi sebenarnya;
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4. Penetapan kenaikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan sehingga memboroskan kcua.ngan
daerah sebesar Rp5.781.600.000,00;

5. Kekurangan volume atas 22 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada 3 OPD
sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rpl.164.075.077, 41 dan
potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.181.891.184,56; .

6. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perlkotaan
belum tertib yang mengakibatkan Piutang PBB-P2 ebesar
Rp19.775.279.628,00 berpotensi tidak tertagih; !

7. Penatausahaan Persediaan pada Puskesmas dan RSUD Pratama belum tertib
yang mengakibatkan kurang saji persediaan obat di apotik RSUD Pratama dan
Puskesmas.

Terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut
Pemerintah Kabupaten Banyuasin harus segera mengambil langkah-langkah untuk
menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan.

LAIN-LAIN

Berkenaan dengan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Kabupaten Banyuasin harus tetap melakukan langkah-langkah yang
diperlukan untuk menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan guna mempertahankan
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

H. HERMAN DERU




